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Fridolin P.J. Lase. 2017. E0013189. ANALISIS WEWENANG 
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-
XI/2013).Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi hukum Mahkamah 
Konstitusi dalam putusan yang dikeluarkannya yaitu Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi 
dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah serta akibat hukum putusan 
tersebut terhadap kewenangan lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa 
pemilihan kepala daerah. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif. Sumber bahan penelitian yang digunak meliputi bahan hukum primer, 
dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulam data yang digunakan yaitu 
studi kepustakaan. Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini, 
digunakan metode deduksi dengan proses silogisme. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait kewenangan 
Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah 
memiliki argumentasi bahwa mengenai kewenangan dan kewajiban Mahkamah 
telah ditentukan secara limitatif oleh UUD 1945, dan juga pemilihan kepala 
daerah tidak diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 akan tetapi diatur secara khusus 
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menggunakan metode 
penafsiran historis dan penafsiran sistematis. Akibat hukum putusan 97/PUU-
XI/2013 terhadap Mahkamah Agung membuka peluang kembalinya kewenangan 
Mahkamah Agung apabila peradilan khusus yang diatur dalam Undang-Undang 
nomor 10 Tahun 2016 berada dibawah struktur Mahkamah Agung, sedangkan 
Akibat hukum terhadap Mahkamah Konstitusi setelah Putusan Mahkamah 
Konstitusi 97/PUU-XI/2013 kewenangan Mahkamah Konstitusi akan berakhir 
ketika telah ada Undang-Undang baru yang mengatur tentang penyelesaian 
sengketa pemilihan kepala daerah, dan dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 
2016 Mahkamah Konstitusi masih berhak untuk menyelesaikan sengketa 
pemilihan kepala daerah meskipun akan berakhir ketika dibentuknya badan 
peradilan khusus oleh pembuat Undang-Undang dikarenakan penyelesaian 
sengketa pemilihan kepala daerah sedang dalam masa transisi sebagaimana 
kedaulatan hukum dalam masa transisi bersifat sementara dan dapat berubah 
ketika Peradilan Khusus telah dibentuk. 








Fridolin P.J. Lase. 2017. E0013189. ANALYSIS OF AUTHORITY OF 
DISPUTE RESOLUTION OF REGIONAL CHOICE CHALLENGE 
(DECISION STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT REGULATION 
NUMBER 97 / PUU-XI / 2013). Legal Writing (Thesis). Faculty of Law Sebelas 
Maret University Surakarta. 
 This study aims to find out the legal argument of the Constitutional Court in 
its decision that is the Decision of the Constitutional Court Number 97 / PUU-XI / 
2013 relating to the authority of the Constitutional Court in the dispute resolution 
of the regional head election as well as the legal consequences of the decision on 
the authority of the judiciary to resolve the dispute over the regional head 
election. 
 This research is a normative legal research that is prescriptive. Sources of 
research materials used include primary legal materials, and secondary legal 
materials. Data collecting technique used is literature study. To obtain an answer 
to this legal research, used a method of deduction through the process of a 
syllogism. 
 Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the 
Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XI / 2013 on the Authority of the 
Constitutional Court in the dispute resolution of the election of regional heads has 
the argument that the authority and duties of the Court has been determined by 
the 1945 Constitution and also the election of regional head is not regulated in 
Article 22E of the 1945 Constitution but specifically regulated in Article 18 
Paragraph (4) of the 1945 Constitution, the Constitutional Court uses historical 
method of interpretation and systematic interpretation. As a result of Decision 97 
/ PUU-XI / 2013 of the Supreme Court, it is possible to return the authority of the 
Supreme Court if the special court as regulated in Law number 10 of 2016 is 
under the structure of the Supreme Court Law while the Constitutional Court 
Constitutional Court Decision 97 / PUU-XI / 2013 the authority of the 
Constitutional Court will end when there is a new law regulating the resolution of 
disputes for regional head elections, and in Law number 10 of 2016 
Constitutional Court is still entitled to settle disputes over regional head election 
although it will end when the establishment of the special courts by lawmakers for 
the settlement of local electoral disputes are in transition as the rule of law during 
the transitional period is temporary and may change as the Special Court is 
established. 
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